
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 10 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR YANG 

MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas proses pengadaan 

barang/jasa pada rumah sakit milik Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan 

Barang/Jasa pada Rumah Sakit Milik Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur yang menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 

 

3. Undang-Undang 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

6. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

 

9. Peraturan 
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9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan 

Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 

tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog 

Elektronik (E-Catalogue); 

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada 

Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 70 

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH 

PROVINSI JAWA TIMUR YANG MENERAPKAN POLA 

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH. 

 

Pasal I 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Milik 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 1 
 

1. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS 

adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur yang menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang 

berstatus Badan Layanan Umum Daerah penuh. 

2. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)  

adalah  unit organisasi Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur yang berfungsi melaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa di Provinsi Jawa Timur yang bersifat 

permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat 

pada unit yang sudah ada di Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur. 

3. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki 

sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang 

diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran untuk melaksanakan 

pengadaan langsung. 

4. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna 

Barang. 

5. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional 

yang membutuhkan keahlian di berbagai bidang 

keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir 

(brainware). 

6. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang / 

jasa langsung kepada penyedia barang / jasa, 

tanpa melalui pelelangan / seleksi / penunjukan 

langsung. 

7. Alat 
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7. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, 

mesin, implan yang tidak mengandung obat yang 

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, 

menyembuhkan dan meringankan penyakit, 

merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan 

pada manusia dan/atau untuk membentuk 

struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 

8. Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi yang 

terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai 

habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis. 

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan 

keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah 

yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang 

berlaku umum. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 4 

 

Pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan 

berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut: 

a. pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan 

Farmasi dengan nilai sampai dengan                         

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung 

oleh Pejabat Pengadaan; 

b. pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan 

Farmasi dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode 

Pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan; 

c. pengadaan jasa Konsultansi Non Konstruksi 

dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode 

Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan; dan 

d. pengadaan jasa Konsultansi Non Konstruksi 

dengan nilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) dilakukan dengan metode Seleksi oleh 

Unit Layanan Pengadaan. 

 

 

Pasal II 
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Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal   15 Maret 2018 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  15 Maret 2018  

 

an. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 10 SERI E.  

 

 


